BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan
perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di masyarakat Kecamatan Tabang,
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa
masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemilik tanah dan
penggarap. Keterbukaan komunikasi dan pemahaman yang jelas mengenai
hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menghindari
konflik. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan
Tabang pada umumnya hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan
antara kedua bela pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai
patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap
tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat
memilih sistem transaksi pengolahan/penguasahaan tanah melalui sistem
perjanjian bagi hasil yang mendasar pada hukum adat kebiasaan, menurut
hasil penelitian di lapangan perjanjian bagi hasil ini dipilih karena
memberikan kemudahan serta “rasa nyaman” karena hal tersebut sudah
dikerjakan sedari dulu menggunakan sistem hukum adat kebiasaan
dibanding dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1960.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar
pemerintah daerah khususnya kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten
Mamasa, Lurah Tabang meningkatkan sosialisasi hukum bagi hasil kepada
masyarakat, agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan

informasi yang relevan.
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